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Pernikahan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan institusi yang 
sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini melegalkan 
hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam hukum 
Islam telah diatur bagaimana persyaratan agar suatu pernikahan dapat dikatakan 
sah, salah satunya adalah harus adanya seorang wali. Kajian ini berfokus pada 
hukum Islam berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW tentang wali dalam 
pernikahan laa nikaha illa bi waliyiin. Permasalahan yang diambil dalam 
penelitian ini adalah bagaimana makna kandungan dari hadits Nabi SAW laa 
nikaha illa bi waliyiin tentang wali nikah dan bagaimana implikasi hukum dari 
hadits tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dan 
menganalisa makna dari kandungan hadits Nabi SAW laa nikaha illa bi waliyiin 
.tentang wali nikahdan menjelaskan bagaimana implikasi hukumnya terhadap 
pernikahan. Penelitian mengenai wali nikah menurut hadits Nabi Muhammad 
SAW ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan peneitian 
murni atau penelitian kepustakaan (Library reseach) dengan menggunakan data 
primer dan data sekunder. Teknik dalam menganalisa data adalah dengan 
deskriptif analisis dan analisis kontekstual. Pengambilan kesimpulan dalam 
penelitian ini menggunakan metode deduktif  yaitu suatu cara penganalisisan 
terhadap suatu obyek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang 
bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa subtansi yang menjadi kandungan dari hadits ini 
adalah tentang wajibnya wali bagi seorang perempuan dalam pernikahan, 
sehingga pernikahan dianggap batal mana kala tidak ada wali yang 
mengakadkannya. Dalam hadits ini sama sekali tidak memberikan justifikasi 
bahwa wali memiliki hak untuk memveto (Ijbar) dalam term fiqih seorang 
perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang 
tidak disenanginnya. Hak veto yang diperuntukkan bagi seorang wali hanya 
diperbolehkan dalam hal-hal tentu seperti bagi seorang perempuan yang dianggap 
tidak cakap sehingga dalam hal ini tidak lagi dibedakan antara perawan dan janda 
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Mengenai Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman 
SuratKeputusan Bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut: 
1. Konsonan 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
 M م Zh ظ Dz ذ A ا






 W و Z ز T ت
 H ه Gh غ S س Ts ث






letak di awal kata) 
 Q ق Sh ص H ح
 K ك Dh ض Kh خ
 Y ي L ل Th ط D د
 
2. Vokal 
Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh Vokal Rangkap 
- A ا َجَدل Â ََيَ  َسار.... Ai 
_ I ََي َسنِل Î ََوَ  قِي ل.... Au 
و
 U ََو ُذِكر Û ََر    يَُجو 
 
3. Ta Marbutah 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan 
dhammah,  transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau 
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mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/. Seperti kata : Thalhah, 
Raudhah, Jannatu al-Na’im. 
4. Syaddah dan Kata Sandang 
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” 
tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah 
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BAB I  
   PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang 
terkandung dalam judul ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan 
seperlunya. Adapun judul skripsi ini yaitu “Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits”. 
Dalam judul ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu: 
Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 
pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.
1
 Perwalian dari 
bahasa Arab yaitu walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat 
yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara 
paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.
2
 
Menurut Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan 
adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu 
akad nikah.
3
 Wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu 
menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
4
 Perwalian 
dalam perkawinan adalah suatu wewenang atau kekuasaan syar’i atas segolongan 
manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan 
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 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92. 
2
 Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56. 
3
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90. 
4
 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.  
5
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera. 2001), h. 345. 
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Nikah artinya terkumpul dan menyatu. Menurut Syekh Kamil Muhammad 
‘Uwaidah, secara bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau 
hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikan nikah sebagai 
percampuran.
6
 Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) 
yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh 
kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. 
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah 
adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, 
dikarenakan ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan 
akadnya sendiri karena perempuan dipandang kurang cakap dalam 
mengungkapkan keinginannya sehingga kemudian dibutuhkan wali nikah untuk 
melakukan akad nikah dalam pernikahan. 
Menurut  Ensiklopedia Indonesia, perspektif adalah penglihatan yang 
menembus.
7
 Dengan demikian perspektif adalah cara memandang atau sudut 
pandang seseorang terhadap permasalahan yang sedang diteliti atau yang sedang 
mereka kerjakan, yaitu bermaksud memberi gambaran yang jelas, sehingga 
ditemukan suatu tujuan yang dimaksud.  
Hadits  berasal dari bahasa Arab yaitu haddatsa, yang berarti al-jaddid 
(yang baru), lawan dari Al-Qadim (yang lama), artinya menunjukan kepada waktu 
yang dekat atau singat. al-qarib (yang dekat: yang belum lama terjadi), seperti 
                                                          
6
 Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh Wanita terj. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar cet. 10, 2002), h. 375. 
7
 Hasan Shadili, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ich Tiar Baru Van Hove,1984), h. 2687. 
3 
 
kata: هو جد يد العهد باالسلم (dia orang baru memeluk agama Islam), al-khabar 
(berita).
8
 Secara etimologis, kata hadis berarti (lughawiyah), berarti komunikasi, 
kisah, percakapan: religius atau sekuler, historis atau kontemporer. Apabila 
digunakan sebagai kata sifat, hadits berarti baru.
9
 Sedangkan pengertian hadits 
menurut sebagian muhaddisin adalah “Segala apa yang disampaikan dari Nabi 
Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, taqrir ataupun sifat Nabi”.
10
 
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka maksud dari judul 
skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menguraikan, memaparkan, 
menganalisis hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan 
masalah wali, akan tetapi peneliti akan memfokuskan kajian skripsi ini pada 
hadits Nabi Muhammad SAW tentang wali, yaitu: 
ثَ َنا أَبحو عحبَ ْيَدَة اْلَْدَّادح َعْن يحونحَس َوِإْسرَائِيَل َعْن أَ  ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح قحَداَمَة ْبِن أَْعََيَ َحدَّ ِب َحدَّ
  َعْن َأِب محوَسىَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِلي  ِإْسَحَق َعْن َأِب ب حْرَدةَ 
Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hadits di atas, yakni tentang 
bagaimanakah kandungan makna hadits tersebut, dan bagaimana implikasi 
hukumnya. 
B. Alasan Memilih Judul 
Hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut:  
1. Judul ini mempunyai signifikasi yang sangat urgen terkait dengan 
masalah wali, karena diakui atau tidak semakin berkembangnya 
                                                          
8
 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Bandung: Angkasa, 1994), h. 1.  
9
 M.M Azami, Memahami Ilmu Hadits, (Jakata, Penerbit Lentera, 2003), h. 21. 
10
 Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang,1995), h. 27. 
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teknologi maka semakin berkembangnya tingkah laku manusia, 
serta semakin banyak permasalahan sosial yang muncul juga, salah 
satunya dalam masyarakat banyak anak  muda yang melakukan 
kawin lari akibat tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua 
mereka. Yang menjadi permasalahan dalam agama adalah siapakah 
walinya, bolehkah melakukan pernikahan tanpa ada dan tanpa 
seizin walinya, lalu bagaimana implikasi hukum nikahnya tersebut. 
Tentunya hal ini harus mendapat atensi yang serius dan solusi 
hukum yang tepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 
hal tersebut dalam prespektif hadits. 
2. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir sehingga dapat menambah wawasan keilmuan di 
Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, selain itu dengan literatur yang 
cukup memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian 
ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan. 
C. Latar Belakang 
Aristoteles seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa 
manusia itu adalah zoon politicon, yaitu hakikatnya manusia selalu mencari 
manusia lainnya untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama 
merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuknya yang terkecil, 
hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. 
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Pernikahan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan suatu 
institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini 
melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 
Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai pernikahan. Pertama, 
menurut madzhab Syafi’iyah, nikah adalah melakukan perjanjian perikatan atau 
akad dalam arti sebenarnya (hakiki) dan juga berarti “untuk berhubungan 
kelamin” dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Kedua, madzhab Hanafiyah 
berpendapat bahwa nikah mengandung makna hakiki untuk berhubungan kelamin 
dan makna majazi yang berarti akad. Ketiga, menurut madzhab Hanbali nikah 
dengan dua kemungkinan arti kata tersebut (akad dan hubungan kelamin) adalah 
arti yang sebenarnya. 
Apabila menikah memiliki artian hubungan kelamin, maka hal ini dirasa 
cara yang sangat tepat untuk menjauhi perzinaan sebagaimana yang tertuang 
dalam Al-Qur’an Surat Al Isra ayat 32: 
                       
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah   
suatu  perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS: Al-Isra ayat 32) 
Ulama pada zaman dahulu memandang pernikahan hanya dari satu sisi 
saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
untuk berhubungan yang pada awalnya dilarang. Mereka tidak memperhatikan 
tujuan, sebab, dan akibat dari pernikahan. Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu 
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini seperti 
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yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
                          
                         
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.”  (QS: Ar-Rum ayat 21) 
Pernikahan juga merupakan proses melanjutkan keturunan seperti yang 
tertuang dalam An-Nahl ayat 72: 
                          
                    
       
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka 




Pernikahan tidak hanya diatur dalam hukum Islam, namun juga diatur 
dalam hukum negara. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja turut mengatur 
tentang pernikahan. Undang-Undang pernikahan yang terdapat pada Pasal 1 UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan disebutkan sebagai ikatan 
lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, sebagaimana sila 
pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pernikahan mempunyai 
hubungan erat antara hukum negara dengan hukum agama. Hal tersebut sesuai 
dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 
Jadi, pernikahan semestinya harus memenuhi beberapa unsur hukum 
pernikahan yakni hukum agama dan hukum negara serta biasanya tak lepas juga 
dari hukum adat. Dalam kultur masyarakat Indonesia, hukum agama dan hukum 
adat merupakan relasi yang kuat, karena pernikahan akan dikatakan sah apabila 
telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan termasuk didalamnya adalah 
adat. Pernikahan dianggap sakral dan perlu restu dari masyarakat dalam hal ini 
keluarga atau wali nikah. 
Tidak jarang persoalan adat juga dapat menjerat laki-laki maupun 
perempuan untuk melakukan pernikahan. Perbedaan adat biasanya memicu pihak 
dari orang tua tak merestui anaknya untuk menikah dengan calon suami/isteri 
yang berlainan adat. Hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan keresahan antara 
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laki-laki dan perempuan, dimana mereka sudah saling jatuh cinta namun kedua 
orang tuanya tak merestui. Biasanya tak ada pilihan bagi mereka selain melakukan 
kawin lari atau dalam masyarakat Lampung sering disebut dengan sebambangan. 
Ketika hal tersebut terjadi, maka tentu saja akan merugikan mereka sendiri, 
terutama dari sisi perempuan, karna pada dasarnya menikah diharuskan adanya 
wali sebagaimana sesuai sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: 
َا اْمرَأَة   َنَكَحتْ  ِبَغْيِ  ِإْذنِ   َعنْ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َرسحولَ  اللَّهِ  َصلَّى اللَّهح  َعَلْيهِ  َوَسلَّمَ  قَالَ  أَ ُّيم
 َولِي َِّهافَِنَكاححَها بَاِطل   فَِنَكاححَها بَاِطل   فَِنَكاححَها بَاِطل
Artinya: “Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka 
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal” 
(HR. at-Tirmizi no. 1102 kitab an-Nikaah) 
Dari fenomena yang terjadi pada era sekarang ini, serta dengan 
memperhatikan ayat dan hadits diatas dalam hal menyikapi kasus pernikahan yang 
tidak melibatkan wali, maka perlu diadakan sebuah penelitian terkait dengan 
masalah wali, sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang 
kandungan makna hadits tentang wali dan bagaimana implikasinya. Adapun 
hadits yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 
ثَ َنا أَبحو عحبَ ْيَدَة اْلَْدَّادح َعْن يحونحَس َوِإْسرَائِيَل َعْن أَ  ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح قحَداَمَة ْبِن أَْعََيَ َحدَّ ِب َحدَّ





D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kandungan makna hadits   الا ِنكااحا ِإالا ِبواِلي? 
2. Bagaimanakah implikasi hukum hadits  ِكااحا ِإالا ِبواِلي  الا ن ? 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam rangka lebih memahami apa makna yang terkandung dalam hadits 
tentang   الا ِنكااحا ِإالا ِبواِلي. 
2. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kandungan hadits      
 .dan implikasi hukumnya  الا ِنكااحا ِإالا ِبواِلي  
3. Sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang 
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 
UIN Raden Intan Lampung. 
b. Kegunaan Penelitian 
1.  Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan 




2. Dilihat dari problem masalah wali saat ini, khususnya yang terdapat di 
dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dapat digunakan bagi 
pengembangan ilmu-ilmu agama dalam kajian wali kedepan. 
F. Tinjauan Pustaka 
Pada era sekarang, tentunya sebuah penelitian karya ilmiah bukanlah hal 
baru lagi meskipun ada penelitian dengan judul yang baru, mau tidak mau harus 
diakui bahwa penelitian karya ilmiah itu bukanlah hal baru, akan tetapi lantas 
tidak dijadikan alasan untuk kita berhenti dan tidak mau menulis karya baru, 
karena meski sama tetap saja akan ada sisi yang berbeda, seperti halnya dengan 
penelitian skripsi ini yang berjudul, “Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits”. 
Kajian tentang wali bukanlah hal baru, pada peneliti sebelumnya telah lebih dulu 
diteliti oleh seorang yang lebih dulu, diantara judul dan penelitian yang telah ada 
adalah: 
1. Skripsi karya Dimas Ayuni yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap 
Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam” tahun 2018. 
Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat di Desa Depokrejo 
Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah terhadap pernikahan dengan wali 
hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 
dalam penelitian ini membahas tentang pandangan suatu masyarakat terhadap 
pernikahan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang wali 
nikah dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research), sedangkan penelitian 
sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
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2. Skripsi karya Ahmad Syaiful Huda yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan 
Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit 
Kabupaten Jepara)” tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 
pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Batealit Jepara dalam 
kurun waktu dari bulan Januari-Juli 2015 terdapat 16 pernikahan dengan wali 
hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam 
penelitian ini fokus kajiannya yaitu tentang pernikahan dengan wali hakim, 
sedangkan dalam penelitian sebelumnya fokus kajiannya adalah mengkaji 
hadis Nabi SAW tentang pernikahan dengan wali serta implikasi hukum dari 
hadis tersebut. 
3. Skripsi karya Inggit Fitriani yang berjudul “Pernikahan Dengan Wali Hakim 
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Tirto 
Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2013. Penelitian 
ini membahas tentang perkawinan yang sesuai dan dianggap sah menurut 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menurut 
hukum Islam. Dalam penelitian ini memfokuskan masalahnya pada seseorang 
PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang tidak mempunyai hak dan wewenang 
dari Pengadilan Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, sedangkan 
dalam penelitian yang sebelumnya memfokuskan pada masalah pernikahan 
dalam hukum Islam, yaitu wali dalam perspektif hadis Nabi serta implikasi 





G. Metode Penelitian 
  Penelitian mengenai wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW ini 
merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bukanlah penelitian lapangan, 
melainkan merupakan peneitian murni atau penelitian kepustakaan (Library 
reseach). 
1. Sumber data 
          Dalam melakukan pengumpulan data ini diambil dari beberapa 
sumber, yaitu sebagai berikut: 
a. Sumber primer, yaitu sumber informasi yang secara langsung 
mempunyai  tanggung jawab dan wewenang terhadap pengumpulan 
dan penyimpanan data. Sumber semacam ini dapat disebut juga 
dengan data atau informasi dari satu orang ke orang lain.
11
 Adapun 
sumber primer kajian ini adalah kitab hadits (kutubutis’ah) yang 
memuat hadits-hadits wali dengan lafadz  احا ِإالا ِبواِلي  الا ِنكا  
b. Sumber sekunder, yaitu sumber informasi yang secara tidak 
langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap 
informasi yang ada padanya atau suatu buku-buku yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder yang 
digunakan dalam kajian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, artikel 
                                                          
11




dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
  Seperti diketahui bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian 
kepustakaan (Library Research) sehingga data yang dibutuhkan adalah data 
yang diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang mempunyai 
relevansi terhadap tema pembahasan. Sedangkan instrumen pengumpulan 
terhadap data-data tersebut dengan menggunakan dokumentasi. 
  Adapun sebelum melakukan pengumpulan terhadap data-data yang 
dibutuhkan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat 
dijadikan sebagai objek telaah dalam penelitian, dan dilanjutkan dengan 
upaya pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan 
baik sumber primer maupun sumber sekunder, dengan menghimpun hadits-
hadits yang mempunyai tema yang sejenis dengan hadits yang sedang diteliti 
yaitu hadits yang berbunyi   الا ِنكاااحا ِإالا بِاواِلي melalui penelusuran terhadap kamus 
hadits karangan A.J Wensinck yang berjudul al-Mu,jam al-Mufahras li Alfaz 
al-Hadits. Selain penelusuran terhadap kamus tersebut juga dipergunakan 






3. Metode Takhrij Hadits 
Takhrij adalah menunjukkan tempat pada sumber aslinya di mana 
hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian 
menjelaskan derajatnya apabila diperlukan.
12
 Metode takhrij dapat diartikan 
sebagai suatu langkah untuk menelusuri suatu hadits pada berbagai kitab 
sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan. Abu Muhammad Abdul 
Mahdi menyebutkan bahwa metode takhrij ada lima macam, diantaranya:  
1. Takhrij menurut lafal pertama hadits, 
2. Takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits, 
3. Takhrij menurut perawi terakhir, 
4. Takhrij menurut tema hadits, dan 
5. Takhrij menurut klasifikasi jenis hadits13 
Dari kelima metode tersebut, yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini adalah metode takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits, 
dengan bantuan kitab al-Mu’jam al-Mufahras, yang terkait dengan hadits-
hadits tentang wali. 
4. Pendekatan Data 
  Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah 
metode syarh hadits, dan bukan penelitian yang lebih menitik beratkan seputar 
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sanad dan matan hadits, namun lebih memfokuskan pada penjelasan uraian isi 
dan kandungan sebuah hadits. 
  Dalam bahasa arab, syarh adalah bentuk mashdar dari asal  يشرح  –شرح– 
,yang berarti membuka dan menjelaskan شررا 
14
 artinya sebuah penelitian yang 
menguraikan sesuatu dan memisahkan bagian sesuatu dari bagian yang 
lainnya. Pada kalangan para penulis kitab berbahasa arab, syarh adalah 
memberi catatan dan komentar terhadap naskah atau matan suatu kitab.
15
 
  Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa syarh tidak hanya 
terbatas pada penjelasan naskah kitab yang berkutat pada exsplanasi saja, 
melainkan juga uraian dalam arti interpretasi. Oleh karena itu, syarh juga 
dapat berupa uraian dan penjelasan tentang suatu kitab secara keseluruhan, 
atau merupakan uraian sebagian kitab, bahkan uraian terhadap suatu kalimat 
dari sebuah hadits. Istilah syarh kitab dimaksudkan sebagai suatu uraian atau 
penjelasan satu kitab secara keseluruhan. Apabila dikatakan syarh hadits 
secara mutlak, maka yang dimaksud adalah syarh terhadap ucapan, tindakan, 
dan ketetapan Rasulullah SAW (Hadits) beserta sanadnya,
16
 yang dalam 
penelitian ini berupa hadits-hadits tentang wali. 
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5. Metode Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan 
a. Deskriptif Analisis 
  Deskriptif analisis adalah suatu penyelidikan yang menuturkan, 
menganalisa dan mengklasifikasikan, serta menafsirkan data yang ada 
serta menginterpretasikan data yang ada. Dalam hal ini peneliti 
memaparkan data yang ada yaitu berupa hadis-hadits Nabi tentang wali 
dengan memakai lafadz   اااحا ِإالا بِااواِلي  dan mengklasifikasikan juga الا ِنكا
menafsirkannya. 
b. Analisis Kontekstual 
  Analisis kontekstual adalah suatu metode yang menghasilkan atau 
memadukan perkembangan masa lampau, kini dan mendatang. Metode ini 
digunakan untuk data Al-Qur,an dan data hadits sebagai sentral dan 
terapan masa lampau, kini, dan masa yang akan datang.
17
 Sehingga 
kemudian makna yang tersirat dari ayat Al-Qur,an dan hadits berawal dari 
pengertian kontekstual. 
  Metode analisis kontekstual ini peneliti gunakan dalam memahami 
hadits-hadits tentang wali, karena bagaimanapun juga untuk memahami 
hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai 
asbabul wurudnya, kultur maupun setting sosialnya, kemudian peneliti 
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kaitkan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini 
peneliti lebih memfokuskan terhadap hadits dengan lafadz     الا ِنكااحا ِإالا ِبواِلي  
  Selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan 
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif  yaitu suatu cara 
penganalisisan terhadap suatu obyek tertentu dengan bertitik tolak dari 




  Setelah peneliti memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan 
 wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW secara umum, kemudian 
disimpulkan melalui pengamatan lalu mengambil kesimpulan secara 
singkat, sehingga wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW bisa 
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TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH 
 
 
A. Pengertian Wali Nikah dalam Islam  
Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.Perwalian dalam fiqh 
Islam disebut dengan “al-walayah” (اَْلَوََلية), seperti kata (اَلَضاَل َلة). Secara etimologis 
memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (احملبة) dan pertolongan               
 mengurus/menguasai sesuatu).1) (توالى االمر) adalah (الوالية) Hakikat dari .( نشرة)
Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat 
untuksahnya nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan 
diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi`i dan mahzab Hanafi. 
MahzabSyafi`i mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu syarat untuk 
sahnya nikah, sedangkan mahzab Hanafi mengemukakan bahwa wali merupakan 
sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al 
Baqarah ayat 234: 
                            
                       
        
Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya 
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 
'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka 
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Muhammad Amin Suma,Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, 
(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.134. 
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Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan segala 
sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya 
adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada 
perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang 
lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah 
pernikahan. Pertimbangan yang rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi 
mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanitayang hendak menikah.
3
 
Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mahzab 
Syafi`i. Menurut mazhab Syafi`i, wali merupakan masalah yang sangat penting 
dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi 
syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Alasan pendapat ini di antaranya yaitu hadits 
Nabi SAW riwayat Abu Daud dari Aisyah yang menyatakan bahwa:  
ثَ َنا ُمحَمَّدح ْبنح َكِثرٍي  ِْ ِر  َحدَّ ُحوَس ع َع ْن الْر َأْخبَ َرنَا سحْفَيانح َأْخبَ َرنَا اْبنح جحَرْيٍج َعْن سحَلْيَماَن بْ ِن 
ََ ْ  ِبيَ رْيِ  َ ُْ رَأٍَة َن َا ا َقاَل َرسحولح اللَِّه َصلَّع اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم أُّير  ِْ ِِْن َعْن عحْرَوَة َعْن َعاِئَشَة قَالَت ْ
َه   ا َاحح َه   ا َِ   ِبْن  ََُوالِيَه   ا َِِن ن ْ َ   ا ِإَ   ا َأَص   اَ  ُِ َ َ   ا َِ   اْلَمْهرح  َُ   رَّاٍ  َِ   ِبْن َفَخ   َث ُِ بَاِط   َث ثَ   اَلََّ 
 َتَشاَجرحوا َِالسرْلطَانح َوِلر َُْن ََل َوِلَّ َلهح 
 
Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, 
telahmengabarkan kepada kami sufyan, telah mengabarkan kepadakami 
Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dariUrwah, dari 
Aisyah  ia berkata: “Setiap wanita yang menikahtanpa seizin walinya, 
maka pernikahannya adalah batal (tiga kali) .apabila ia telah 
mencampurinya maka baginya mahar karena apayang ia peroleh darinya, 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 
h. 38 
3




kemudian  apabila mereka berselisihmaka penguasa adalah wali bagi 




Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha 
seperti yang diformulasikan oleh Abdurrrahman al- Jaziri, wali ialah orang yang 
mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah 
hukumnya. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu, menurut Amir 
Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang 




Orang yang mengurusi atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut 
dengan wali. Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami mengapa 
hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali 
bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah tentu orang 
yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-
anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah kemudian hak perwaliannya digantikan 
oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. 
Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian 
ke dalam tiga bagian, yaitu pertama perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'alan-
nafs), kedua perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal-mal), dan ketiga 
perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah 'alan-nafsiwaf-mali 
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Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah Versi 2.09, Juz V, h.477   
no. 1784. 
5
Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Bumi 





 Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah 'alan-nafs, adalah 
perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan atau 
masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, 
kesehatan, dan aktivitas anakyang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di 
tangan ayahatau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta adalah 
perwalian yangberhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam 
hal pemeliharaan, pengembangan dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap 
jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta 
kekayaan, serta hanya berada di tangan ayah dan kakek.
7
 
Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:  
َاَح َِْلَّ ِبَوِلي  ُحوَسع َأنَّ النَِّبَّ َصلَّع اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ََل ِن  َعْن َأِب ب حْرَفَة َعْن َأِب 
Artinya: “Dari Abu Burdah dari abu musa bahwa Nabi SAW 
bersabda:“Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali.”
8
 
Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena 
merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk 
mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta 
mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan 
kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya 
kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga. 
 
 
                                                          
6
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 




Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, 
No.hadits1785, Juz V, h.478. 
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B. Syarat-Syarat Wali Nikah dalam Islam 
Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan. Apabila wali tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan oleh hakim, maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itu persyaratan 




4. Laki-laki, dan 
5. Adil.9 
Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah, persyaratan menjadi wali yaitu: 
1. Beragama Islam, 
2. Baligh, 
3. Berakal, 
4. Tidak dipaksa, 
5. Terang laki-lakinya, 
6. Adil (bukan fasik), 
7. Tidak sedang ihram haji atau umroh, 
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah, 
dan 
9. Tidak  rusak pikiran dan merdeka.10 
                                                          
9
Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-
Undang Perkawinandan Hukum Perdata,(Jakarta:HidakaryaAgung,1981),h.28. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang 
perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang menjadi wali harus 
sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Juga diutamakan 
agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, namun apabila 
terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.
11
 
Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan 
yang mendasar. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah: 
1. Orang yang mukallaf 
Orang yang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak-anak tidak sah 
untuk menjadi wali, karena faktor kedewasaan menjadi suatu ukuran 




Disyaratkan sebagai wali adalah seorang muslim apabila yang 
menikah itu orang muslim juga. Firman Allah dalam surat Ali Imran    
ayat 28: 
                                                                                                                                                               
10
Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 
ProyekPembinaan SaranaKeagamaan Islam, (Jakarta:1985, 1986), h.12. 
11
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 
262. 
12
Abdurahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum 
Islam,(Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1986), Cet. 1, h.48. 
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                          
                      
       
Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 
kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang 
siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, 
kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari 
mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan 
hanya kepada Allah kembali (mu). 
Ayat di atas sebagai landasan bahwa umat Islam jika ingin menikahatau 
menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan seorang muslim. 
Dengandemikian dapat dikatakan bahwa beragama Islam merupakan syarat yang 
harus dipenuhi oleh wali nikah. 
3. Laki-laki 
Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan 
pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan 
perempuan dianggapmemiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak 
sanggupmewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.
13
Pernyataan tersebut 
memberikan pengertian bahwa wali nikah haruslah laki-laki dan tidak 
boleh perempuan. 
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Syekh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.1,h.50. 
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4. Berakal  
Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah 
haruslah orang yang tanggung jawab, karena orang yang menjadi wali 
harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila 
berarti tidak memenuhi yarat untuk menjadi wali. 
5. Adil (cerdas) 
Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, dan tidak fasik.  Menurut Imam 
Syafi’i, yang dimaksud dengan adil adalah cerdas.
14
Cerdas yang dimaksud 
ialah mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya. 
Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa syarat utama yang 
harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, dan 
laki-laki. Tentang persyaratan yang lain seperti berakal dan adil, dapat diambil 
pengertian baligh karena baligh menunjukan bahwa orang itu telah berakal dan 
muslim atauberagama Islam menunjukan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil. 
Dengan demikian, tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencakupi lima 
persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum Islam. 
C. Macam-macam Wali Nikah dalam Islam  
Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak 
perempuan saja yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan, di mana 
wali itu selalu orang laki-laki. Wali nikah ada empat macam, yaitu diantaranya 
Wali Nasab, Wali Hakim, Wali tahkim dan Wali Maula. 
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a) Wali Nasab 
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan 
pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama fiqh. Imam 
Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atasashabah, kecuali 
anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk menjadi 
wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai 
ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian saudara-
saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, 
kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, 
kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja lalu kakek dari 
pihak ayah sampai ke atas.
15
 
Imam Syafi‟i berpegang pada ashabah, yakni bahwa anak laki-
laki termasuk ashabah seorang wanita, hal ini didasarkan atas hadits 
Umar r.a sebagai beriku,t yang artinya: 
Artinya: “wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau 
orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa”. 
 
Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali dekat(aqrab) dan wali 
jauh(ab’ad). Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad ialah 
sebagai berikut: 
1. Apabila wali aqrabnya non-muslim, 
2. Apabila wali aqrabnya fasik, 
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Thami , Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 
(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h.95. 
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3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa, 
4. Apabila wali aqrabnya gila, dan 
5. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.16 
b) Wali Hakim 
Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang 
yang diangkat oleh pemeritah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam 
suatu pernikahan.  
Rasulullah SAW bersabda: 
 َِا السرْلطَانح َوِلر َُْن ََل َوِلَّ َلهح 
Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang 
yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu 
Majah, dan Nasa’i). 
 
Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: 
1. Kepala pemerintahan 
2. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah 
yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita 
yang berwali hakim.  
Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim 
dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut 
atau orang-orang yang alim. 
Wali hakimdijadikan wali dari sebuah akad nikah jika dalam 
keadaan-keadaan berikut: 





1. Tidak ada wali nasab, 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad, 
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau 
dua hari perjalanan, 
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui, 
5. Wali aqrabnya adlal, 
6. Wali aqrabnya berbelit-belit danmempersulit, 
7. Wali aqrabnya sedang ihram, 
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan  




Wali hakim tidak berhak menikahkan: 
1. Perempuan yang belum baligh, 
2. Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekutu, 
3. Tanpa seizin perempuan yang akan menikah, dan 
4. Perempuan yang berada diluar daerah kekuasaannya.18 
c) Wali Tahkim 
Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau 
calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang 
lain yang disegani, terpandang, luas ilmu fiqihnya terutama tentang 
munakahat, berpandangan luas,Islam, adil dan laki-laki. Apabila suatu 
pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal 
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Ibid, h. 97. 
18
Ibid, h. 98. 
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ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut 
dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai 
(calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai 
pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan 
mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:  
(1) Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, 
“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... 
(calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima 
dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima 
tahkim ini”.  
Wali tahkim terjadi apabila: 
1. Wali nasab tidak ada, 
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta 
tidak ada wakilnya disitu, dan  
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.19 
d) Wali Maula 
Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada 
dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. 




                                                          
19





Adapun Imam Syafi’i berkata, “orang yang menikahkannya 
haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau 
lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak 
boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh 
membeli barangnya sendiri. 
Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan 
budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan 
kerelaan di antara keduanya.
21
 
Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggungjawab atas 
pernikahan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga pernikahan 
tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan 
mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ijabadalah 
wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali yang mempunyai arti 
penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita itu tidak mempunyai 
wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.
22
 
D. Kedudukan Wali Nikah dalam Islam  
Dalam pernikahan, wali nikah merupakan rukun yang menentukan di 
mana wali adalah orang yang melakukan ijab qabul dalam akad pernikahan. 
Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, 
imam madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan “tiada nikah tanpa 
wali dan wali menjadi syarat sahnya”.  Imam Syafi‟I pun berkata demikian. 
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Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Lampung: Pusat Penelitian 
danPenerbitanLP2M IAIN, 2015), h.90. 
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Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan 
nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu‟), maka 
diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi 
anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan pada janda wali nikah tidak 
disyaratkan.
23
 Juga bagi perempuan yang terhormat diperbolehkan juga 
mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga 
dalam hal ini menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk 
menikahkannya. 
Dengan penjelasan tersebut di atas, maka masalah kedudukan wali dalam 
pernikahan secara garis besar ada dua pendapat yaitu pendapat yang mensyaratkan 
adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam 
pernikahan. 
Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan Imam 
madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Al-Qur‟an tidak terdapat 
penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, pun begitu 
juga dalam hadits. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan 
dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara 
madzhab Hanafi dan madzhab Syafi‟I, masing-masing berpendapat tersebut 
adalah: 
a. Pendapat Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali. 
b. Pendapat Imam Syafi‟I yaitu mensyaratkan adanya wali.24 
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Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar 
Al-Qur‟an dan Hadits serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih 
jelasnya maka akan dikemukakan sebagai berikut:  
1. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali 
Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan 
adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri, yang berpendapat bahwa 
apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa walisedangkan 
calon suaminya sebanding, maka pernikahan sah. 
Mereka mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat pernikahan 
berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Baqarah Ayat 234, yaitu :  
                      
                    
                
 
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah 
habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka 





Ayat diatas menurut Imam Abbu Hanifah dapat dijadikan suatu 
alasan dan dalil tentang kebolehan perempuan bertindak untuk 
menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan 
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menikahkan yang disadarkan kepada wanita banyak disebutkan dalam Al-
Qur’an, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 230.
26 
                          
                      
           
 
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 
kedua),Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin 
dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 




Mereka juga memiliki dasar dari hadits Rasulullah SAW yaitu, 
ثَ َنا َُاِلكح ْبنح  ثَ َنا ق حتَ ْيَبةح ْبنح َسِعيٍد َحدَّ ِِِع َحدَّ أََنٍس َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَفْضِث َعْن نَا
ُحْطِعٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرسحوَل اللَِّه َصلَّع اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْْلَِّي ح  ْبِن جحبَ رْيِ ْبِن 
رح تحْسَتْأ َِنح ِف نَ ْفِسَها َوِْ ِْ  َْ ْن َولِي  َها َواْلِب  ن حَها صحَمات حَهاَأَحقر بِنَ ْفِسَها ُِ
Artinya: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin AI Fadhl, dari Nafi' bin 
Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. 
Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya. 
)HR. Tirmidzi) 
Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan seorang 
perempuan yang sudah dewasa tidak disyaratkan adanya wali. Dengan 
demikian syarat adanya wali dalam perkawinan tidak mutlak (tidak harus 
dipenuhi). 
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Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid(Penerjemah Syaiful Imran)……, h.367. 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan……, h. 36. 
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2. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali 
Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini 




Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini yaitu Al-
Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232: 
                      
                             
                          
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-
orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu 





Ayat di atas diperuntukkan kepada para wali, apabila mereka tidak 
memiliki hak untuk menjadi wali tentunya mereka juga tidak dilarang 
untuk menghalang-halanginya. Kecuali dalam hal ini menggunakan dasar 
Al-Qur’an serta juga menyatakan dari hadits Nabi SAW sebagai suatu 
argumentasi agar pendapatnya kuat. 
Adapun dasar dari hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut: 
ُحوَسع  َاَح َِْلَّ ِبَوِلي َعْن َأِب ب حْرَفَة َعْن َأِب   َأنَّ النَِّبَّ َصلَّع اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ََل ِن
                                                          
28
Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid(Penerjemah Syaiful Imran……, h.368. 
29
Ibid, h. 37. 
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Artinya: “Dari Abu Burdah dari abu musa bahwa Nabi SAW bersabda: 
“Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali.”
30
 
Pendapat ulama Syafi’iyah digunakan sebagai landasan dalam 
pelaksanaan pernikahan di Indonesia, yaitu menjadikan wali dari pihak 
mempelai perempuan sebagai rukun pernikahan, dan wali harus laki=laki 
muslim yang telah akil baligh, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak ada 
wali. Apabila kemudian wali berhalangan hadir pada saat pelaksanaan 
pernikahan, maka dapat diwakilkan oleh orang lain. 
E. Orang Yang Berhak Menjadi Wali 
Kedudukan wali merupakan hal yang sangat penting, dimana iamerupakan 
rukun dari pernikahan yang juga akan mempengaruhi tentang sah tidaknya suatu 
akad. Oleh karena itu,penggunaan wali dalam hal ini hendaklah selektifagar 
pemakaian wali dapat dianggap tepat dan pernikahan dapat dianggap sah menurut 
hukum Islam. Islam memberikan sebuah konsep dalam hak perwalian dengan 
merujuk skala prioritas, yaitu orang yang terdekat dengannya, misalnya ayah, 
anak laki-laki dan saudara laki-laki. Persyaratan dalam menentukan seorang wali 
diantaranya adalah diharuskan bagi seorang wali tersebut bergama Islam, karena 
selain Islam atau non-muslim dalam Al-Qur’an dilarang untukmenikahkan anak 
perempuannya atau menjadi wali dalam pernikahannya anaknya.
31
Sebagaimana 
disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran Ayat 28: 
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Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, Juz 5, h.478. 
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Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 218. 
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                         
                      
            
Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi walidengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa 
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali 
karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. 
dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya 
kepada Allah kembali (mu). 
 
Ayat tersebut dengan tegas melarang bagi orang-orang Islam khususnya 
yang beriman yang akan menjadikan orang non-Islam sebagai wali nikah. Apabila 
terdapat seorang muslimah yang perwalian nikahnya diwakilkan oleh seorang 
fasiq atau kafir, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahannya menjadi rusak. 
Dikarenakan diantara sahnya sebuah pernikahan itu adalah keharusan calon suami 
atau istri sama sama orang yang memiliki agama yang sama (Islam), begitu juga 
dalam hal perwalian dan kesaksian pernikahan. 
Seorang bapak sangat diutamakan menjadi wali dalam 
pernikahan.Apabila tidak ada bapak, maka kakek yang menjadi wali.Apabila tidak 
ada kakek, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari pihak bapak, 
atau saudara laki-laki seibu sebapak, demikian seterusnya sampai dengan ke 
bawah.Yang diutamakan dalam hal perwalian disebut wali dekat (wali aqrab), 
misalnya saudara laki-laki sebapak. 
37 
 
 Saudara laki-laki sebapak ini disebut dengan wali aqrab. Sedangkan 
wali-wali yang lain disebut dengan wali yang jauh atau wali ab’ad.
32
 
Menurut pandangan imam Syafi‟i, pernikahan seorang perempuan 
dikatakan tidak sah apabila dinikahkan oleh wali aqrab. Kalau tidak ada wali 
aqrab, maka dinikahkan oleh wali yang jauh (wali ab’ad), kalau tidak ada juga 
maka dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).
33
 
Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, hak untuk menjadi wali 
juga dinisbatkan kepada selain ashabah, misalnya paman dari pihak ibu, serta 
anak dari paman tersebut dan anaknya dari ibu (saudara laki-laki seibu).
34
 
F. Fungsi Wali dalam Islam 
Dalam ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika telah 
dewasa dan aqil baligh, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya 
sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia dimintakan 




Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya 
hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita 
dalam bersikap atau bertindak lebih sering mendahulukan perasaan dari pada 
pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat 
menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya. 
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Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan 
kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin 
berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.
36
 
Di samping itu dalam prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah 
yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang 
diperintahkan mengucapkan qabul atau penerimaan. Karena perempuan pada 
fitrahnya adalah pemalu, maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan 
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